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ABSTRACT :

This paper ams to determine the lega considerations for judges in decisions
that impose crimina punishment against the accused under Article 81 paragraph (2) of
The Act Law Indonesian Republik N0.23 in 2002 on The Protecti on of Children and not

Article 287 paragraph (1) of The Criminal Code. This paper is a normative lega
research by using comparative approach to the statute. By outlining Article 81
paragraph (2) of The Act Law Indonesian Republik No.23 in 2002 on The Protecti on of
Children and Article 287 paragraph (1) of The Criminal Code will befound eements of
the sexud crime of intercourse happens then dl dements are connected with crimina
cases intercourse against minors, then it transpired lega considerations judges prefer
choosing Article 81 paragraph (2) of The Act Law Indonesian Republik No.23 in 2002
on The Protection of Children to punish the defendant.

Keywords : The legd considerations, Criminal punishment, The crimina cases
intercourse againts minors

ABSTRAK:

Makadah ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim
ddam menjatunkan putusan pemidanaan sehingga menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa berdasarkan Pasa 81 ayat (2) UU Rl N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dan bukan Pasa 287 aya (1) KUHP. Makadah ini menggunakan metode
penditian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan terhadap undang — undang.
Dengan mengura kan Pasd 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak serta Pasd 287 ayat (1) KUHP akan ditemukan unsur — unsur tindak pidana
persetubuhan yang terjadi kemudian seluruh unsur tersebut dihubungkan dengan kasus
tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, maka diketahuilah
pertimbangan hukum hakim lebih memilih Pasd 81 ayat (2) UU Rl No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak untuk menghukum terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan hukum, Pemidanaan, Tindak pidana persetubuhan anak di
bawah umur



l. PENDAHULUAN
1.1. Latar Bdakang

Bagamangpun seorang anak tidak sama dengan orang dewasa karena
anak memiliki sistem penilaian kanak — kanak yang menampilkan martabat anak
sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan
ciri — ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian
yang khas dan unik.? Oleh karena hd tersebutlah, anak sering menjadi korban
dari tindak pidana persetubuhan di bawah umur.

Tindak pidana persetubuhan adalah tindakan memasukkan kema uan laki
-laki ke ddam kemduan perempuan yang pada umumnya menimbulkan
kehamilan, dengan kata lain bilamana kema uan itu mengd uarkan air mani di
ddam kemauan perempuan? Jadi betgpa madangnya nasib anak — anak
Indonesia apabila menjadi korban dari perbuatan kei tersebut, maka dari itu
sudah seharusnya peaku dari tindak pidana tersebut mendapatkan pemidanaan
yang setimpal dengan perbuatannya. Mengingat pemidanaan memiliki tujuan
yakni untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang
menjadi jera ddam meakukan kgahatan — kgahatan, dan membuat penjahat
tertentu menjadi tidak mampu meakukan kegahatan yang lain seperti penjahat
yang dengan cara — carayang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.®

Pada Studi Kasus berdasarkan Putusan N0.85/PID.SUS/2014/PN.DPS,
disebutkan bahwa terdakwa yang berusia 29 tahun meakukan tindak pidana
persetubuhan anak di bawah umur kepada korban yang masih berusia 14 tahun
dengan cara mendesak serta merayu korban. Perbuatan itu terjadi di tempat kos
terdakwa dan sebdumnya, terdekwa pun pernah meakukan tindak pidana
persetubuhan tersebut sebanyak empat kai. Berdasarkan ha tersebut Jaksa
menjatuhkan dua dakwaan, dakwaan pertama berdasar pada Pasd 81 ayat (2)
UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan dakwaan
kedua berdasar pada Pasa 287 ayat (1) KUHP, tetapi diantara kedua dakwaan

9 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal .6.

2 Andi Zaind Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.339.
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ha.11.



1.2

2.1

2.2.
2.2.1.

tersebut Hakim akhirnya memilih menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan
kedua, yatu pada Pasd 81 ayat (2) UU RI No0.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak berdasarkan Putusan N0.85/PI1D.SUS/2014/PN.DPS.

Tujuan Pendlitian

Tujuan penditian ini adadah untuk menganalisa secara yuridis
pertimbangan hukum bagi hakim daam menjatuhkan putusan pemidanaan
sehingga menjatuhkan pemidanaan berdasarkan pada Pasd 81 ayat 2 UU RI
No0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasd 287 aya 1
KUHP.

| Sl
Metode Penditian

M etode penditian yang digunakan addah metode pendlitian yuridis
normatif. Digunakannya metode penditian tersebut, oleh karena terjadi konflik
norma diantara Pasd 81 aya (2) UU RI No0.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdekwa paing
lama 15 tahun dan Pasd 287 ayat (1) KUHP hanya menjatuhkan pidana penjara

sedlama — lamanya 9 tahun.

Hasil Pembahasan
Analisa yuridis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan berdasarkan Pasal 81 ayat 2 UU RI No0.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Bunyi Pasa 81 UU RI No0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa:
(1) Setigp orang yang dengan sengga melakukan kekerasan aau ancaman
kekerasan memaksa anak meakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paing lama 15 (lima belas) tahun
dan pding singkat 3 (tiga) tahun dan denda pding banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).



(2) Ketentuan pidana sebagamana dimaksud daam ayat (1) berlaku pula bagi
setigp orang yang dengan sengga meakukan tipu muslihat, serangkaan
kebohongan, atau membuj uk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Andisa yuridis berdasarkan Pasad 81 UU RI No.23 Tahun 2002
menyatakan bahwa

1) Ddam kasustersebut terpenuhi unsur setiap orang, yakni Terdakwa;

2) Ddam kasus tersebut terpenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak meakukan
persetubuhan dengannya, yakni terdskwa dengan cara mendesak serta
merayu korban melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut;

3) Ddam kasus tersebut terpenuhi unsur usia di bawah umur atau beum
dewasa, yakni korban berusia 14 tahun.

Bunyi Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Barang sigpa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang

diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum

cukup 15 tahun kdau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum
masanya untuk kawin, dihukum penjara selama — lamanya 9 tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan kdau ada pengaduan, kecuadi kaau umurnya

perempuan itu belum sampa 12 tahun atau jika ada salah satu ha yang tersebut

pada Pasa 291 dan 294.

Andisa Y uridis berdasarkan Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa:

1) Ddam kasustersebut terpenuhi unsur barangsiapa, yakni Terdakwa;

2) Ddam kasus tersebut terpenuhi unsur usia di bawah umur atau belum
dewasa, yakni korban berusia 14 tahun;

3) Ddam kasus tersebut terpenuhi unsur beum waktunya untuk kawin,
yakni bahwa usia korban yang masih 14 tahun tersebut bdum waktunya

untuk kawin.

KESIMPULAN

Berdasarkan Studi Kasus Putusan NO.85/PID.SUS2014/PN.DPS.,
bahwa pertimbangan hukum hakim daam menjatuhkan putusan pemidanaan



dengan memilih putusan pemidanaan berdasarkan pada Pasd 81 ayat 2 UU RI
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasd 287 aya 1
KUHP addah karena unsur pada Pasd 81 ayat 2 UU No0.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak paing membuktikan bahwa terdekwa tdah meakukan
tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut, yakni unsur
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
Sedangkan unsur yang ada pada Pasd 287 ayat 1 KUHP kurang membuktikan
bahwa teah terjadi tindak pidana tersebut, oleh karena unsur tersebut hanya
mengarah kepada pelaku tindak pidana serta korban sga dan bukan tindak
pidananya.
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